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ABSTRACT 

This study analyzes the correlation between participatory leadership styles and the level of community acceptance of 

government policies. Through a quantitative approach, this study aims to reveal the extent to which citizen 

involvement in public decision-making can increase policy acceptance. Participative leadership plays an important 

role in the acceptance of public policies by increasing the involvement of subordinates in decision-making. 

leadership style that involves the active participation of various stakeholders in the decision-making process. In the 

context of public policy, this participatory approach is considered capable of increasing the legitimacy, 

transparency, and accountability of policies, as well as accommodating the needs and aspirations of the community. 

This research aims to analyze the relationship between participatory leadership and the effectiveness of public 

policy implementation. Through a qualitative approach, this research examines how the involvement of various 

actors, including the community, private sector, and non-governmental organizations, can influence the success of 

public policies.  This style encourages two-way communication building trusting relationships all of which can 

increase organizational commitment. The research shows that participatory leadership can improve performance 

and the relationship between participatory leadership and public policy acceptance is positive and mutually 

beneficial. 

Keywords: participative leadership, community involvement, public policy acceptance 
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Studi ini menganalisis korelasi antara gaya kepemimpinan partisipatif dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap 

kebijakan pemerintah. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana 

keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan publik dapat meningkatkan penerimaan kebijakan. Kepemimpinan 

partisipatif berperan penting dalam penerimaan kebijakan publik dengan meningkatkan keterlibatan bawahan dalam 

pengambilan keputusan. gaya kepemimpinan yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan 

dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks kebijakan publik, pendekatan partisipatif ini dianggap mampu 

meningkatkan legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas kebijakan, serta mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kepemimpinan partisipatif dengan 

efektivitas implementasi kebijakan publik. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimana 

keterlibatan berbagai aktor, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah, dapat mempengaruhi 

keberhasilan kebijakan publik. Gaya ini mendorong komunikasi dua arah membangun hubungan yang saling 

percaya semua ini dapat meningkatkan komitmen organisasi Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan 

partisipatif dapat memperbaiki kinerja dan hubungan antara kepemimpinan partisipatif dan penerimaan kebijakan 

publik adalah positif dan saling menguntungkan. 

 

Kata kunci : kepemimpinan partisipatif, keterlibatan masyarakat,  penerimaan kebijakan publik 
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 PENDAHULUAN 

  Kepemimpinan partisipatif adalah pendekatan yang melibatkan bawahan dalam proses 

pengambilan keputusan, menciptakan kolaborasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Menurut 

Ranupandojo, kepemimpinan ini mendorong konsultasi dan pembagian kekuasaan, yang penting untuk 

mencapai kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Burhanuddin menekankan bahwa 

kepemimpinan partisipatif memungkinkan pengaruh bawahan dalam keputusan, meningkatkan komitmen 

dan dukungan terhadap kebijakan yang diimplementasikan Dengan demikian, hubungan antara 

kepemimpinan partisipatif dan penerimaan kebijakan publik sangat erat, karena partisipasi aktif 

memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan tersebut (Mustanir & Yasin, 2018). 

Gaya kepemimpinan merupakan hal yang penting dan utama untuk berjalannya suatu organisasi,. 

Setiap diri manusia memiliki keterbatasan dimana hal tersebut membutuhkan seseorang untuk 

melengkapinya, maka dalam sebuah organisasi memimpin dan dipimpin merupakan suatu kebutuhan. 

Kepemimpinan dicirikan sebagai suatu cara atau sikap individual, kebiasaan, serta cara mempengaruhi 

suatu individu kepada individu lain melalui suatu interaksi. Seorang pemimpin mempunyai cara serta ciri 

tersendiri dalam proses kepemimpinan mereka disebuah organisasi, maka dari itu gaya kepemimpinan 

sangat mempengaruhi proses kegiatan dan tujuan organisasi tersebut. Dengan adanya peran mukim dalam 

melaksanakan pembangunan mental spiritual dan melalui penerapan pembangunan pemikiran yang 

diterapkan kepada masyarakat, tampaknya akan mungkin untuk menjaga keamanan dan ketertiban 

(Mardiyanta, 2013). 

Peran pemimpin dalam mencapai sebuah tujuan organisasi tentu hal ini dapat disebabkan oleh 

gaya kepemimpinan yang dipilih oleh pemimpin tersebut(Setiadi, W., & Heru, 2021). Dalam lanskap 

pemerintahan modern, keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada tingkat 

penerimaan masyarakat. Kebijakan yang dirancang secara matang pun dapat menghadapi tantangan jika 

tidak didukung oleh partisipasi aktif dari masyarakat. Di sinilah peran kepemimpinan partisipatif menjadi 

sangat krusial. Kepemimpinan partisipatif, yang menekankan pada keterlibatan aktif para pemangku 

kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, telah terbukti mampu meningkatkan signifikansi 

penerimaan kebijakan publik . 

Hubungan antara kepemimpinan partisipatif dan penerimaan kebijakan publik merupakan sebuah 

simbiosis mutualisme. Di satu sisi, kepemimpinan partisipatif menciptakan ruang bagi masyarakat untuk 

memberikan masukan, ide, dan bahkan kritik terhadap kebijakan yang sedang dirancang. Hal ini tidak 

hanya meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga memberikan rasa memiliki bagi masyarakat terhadap 

kebijakan tersebut. Di sisi lain, penerimaan kebijakan yang tinggi akan memberikan legitimasi bagi 

pemimpin dan memudahkan proses implementasi kebijakan (Permana & Karwanto, 2020). 

Pelaksanaan kebijakan secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. 

Pelaksanaan kebijakan bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau mekanisme yang dibingkai pada suatu 

sistem tertentu. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilkukan secara 

sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu 

(Lestari, 2018). 

Pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku lembaga administratif yang bertanggung 

jawab untuk melaksanakan program, melainkan menyangkut pula pada partisipasi masyarakat, kekuatan 

politik, ekonomi dan sosial dengan berbagai pihak. Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara tepat 

sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik, semakin kompleks 
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permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis yang digunakan, semakin diperlukan teori dan 

modal yang mampu menjelaskan ketepatan pelaksanaan kebijalan tersebut (Audah & Saragih, 2015). 

Analisa kebijakan perlu dilakukan, tertutama berkenaan dengan dampak yang dihasilkannya. 

Kajian pelaksanaan kebijakan bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dan merugikan 

kepentingan masyarakat. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ilmiah ini adalah metode deskriptif kualitatif yang 

bersumber dari jurnal, skripsi, studi perpustakaan, media cetak, media elektronik dari berbagai sumber 

yang relevan. 

Metode deskriptif menurut Sugiyono (Pradina Nugraha et al., 2020) adalah metode penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan keadaan yang ada pada perusahaan berdasarkan fakta, 

sifat-sifat populasi berdasarkan data- data yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis 

selanjutnya dianalisis untuk diambil kesimpulannya. 

Sedangkan penelitian kualitatif didefinisikan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuanya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Hanifah nilau putri et al., 2022). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kepemimpinan partisipatif menurut peneliti adalah suatu bentuk kepemimpinan yang menyangkut 

usaha seorang pemimpin untuk mendorong dan memfasilitasi partisipasi bawahan dalam mengambil 

keputusan maupun kebijakan organisasi di Ika Darma Ayu. secara harfiah berasal dari kata pimpin. Kata 

pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga 

menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun 

spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak 

mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan didalam menjalankan kepemimpinannya 

(Halawa & Ndraha, 2023).  

Menurut Burhanuddin dalam bukunya administrasi manajemen dan kepemimpinan pendidikan, 

mendefinisikan gaya kepemimpinan partisipatif sama pengertiannya dengan kepemimpinan demokratis, 

yaitu seorang pemimpin mengadakan konsultasi dengan para bawahannya mengenai tindakan-tindakan 

keputusan-keputusan diusulkan atau dikehendaki oleh pimpinan, serta berusaha memberikan dorongan 

untuk turut serta aktif melaksanakan semua keputusandan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan (Pipit 

Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 

2020). 

Kepemimpinan menurut Kreith dan Knicki (Puji Iskandar, 2023) bahwa Kepemimpinan adalah 

upaya mempengaruhi anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara sukarela. Pengertian ini 

menekankan kepada kemampuan pemimpin yang tidak memaksa dalam menggerakkan anggota 

organisasi agar mau melakukan pekerjaan/kegiatan yang terarah pada tujuan organisasi. Artinya seorang 

pemimpin harus mampu memberikan contoh tauladan yang baik agar dengan sendirinya anggotanya 

akan mengikutinya.  

Menurut Brown, et. al. (2005) dalam Toor dan Ofori (2009) menemukan bahwa kepemimpinan 
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etis dikaitkan dengan perilaku pertimbangan, kejujuran, kepercayaan pemimpin, keadilan interaksional, 

dan kepemimpinan kharismatik yang disosialisasikan. Penyelidikan ini juga menunjukkan bahwa 

kepemimpinan etis memprediksi hasil seperti efektivitas yang dirasakan dari para pemimpin, kepuasan 

karyawan dengan pekerjaan, dan kesediaan mereka untuk usaha ekstra dalam pekerjaan, dan untuk 

melaporkan masalah kepada manajemen (Zulkifli, 2013). 

Mitch Mc Crimmon (2007) menulis bahwa menjadi pemimpin yang partisipatif berarti 

melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Hal ini terutama penting manakala pemikiran 

kreatif diperlukan untuk memecahkan masalah yang kompleks atau membuat keputusan yang akan 

berdampak pada anggota tim. Gaya Kepemimpinan Partisipatif lebih menekankan kepada tingginya 

dukungan dalam pembuatan keputusan dan kebijakan tetapi sedikit pengarahan (Damanik, 2024). 

Menurut Widjaja pengungkapan partisipasi mempunyai beberapa ciri, antara lain: Menurut 

tujuannya, partisipasi dapat berupa mobilisasi yang bertujuan hanya mendukung apa yang telah 

ditetapkan dari atas. Bila kebijaksanaan dari atas kurang sempurna atau membawa keruntuhan, maka 

semua yang dimobilisir juga akan ikut runtuh. Partisipasi dapat pula berupa saling penunjangan. Dalam 

hal ini, partisipasi mengandung tidak hanya dukungan tapi juga koreksi dan pengisian kekurangan. 

Menurut frekuensinya, partisipasi dapat dilakukan sekali-kali saja. Partisipasi yang sesekali dapat 

merusak sistem bilamana pencetusannya disebabkan kekecewaan yang sudah lama dikandung dalam hati 

anggota- anggota masyarakat.Frekuensi partisipasi dapat pula bersifat terus-menerus (continue) secara 

periodik (Iskandar, 2017). 

Victor H. Vroom dan Phillip W. Yetton (1973) Vroom dan Yetton mengajukan model Dalam suatu 

organisasi yang dimana pemimpinnya menggunakan gaya partisipatif dalam mengambil keputusan yang 

meningkatkan gaya kepemimpinan. Model ini melibatkan lima tahap dalam tingkat partisipasi yang 

semakin meningkat, yaitu pemimpin mengambil keputusan sendiri, pemimpin mengumpulkan informasi 

dari bawahan, pemimpin berdiskusi dengan bawahan, pemimpin mengambil keputusan bersama dengan 

bawahan, dan pimpinan memberikan otoritas kepada orang yang dipimpinnya dalam berkontribusi 

menentukan sebuah keputusan (Yusuf et al., 2020). Karena pada model kepemimpinan sebagai proses 

memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Karena baik pemimpin maupun pengikut 

adalah bagian dari proses kepemimpinan, maka penting untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi 

para pengikut serta isu-isu yang dihadapi para pemimpin (Rehan & Pramono, 2024). Munculnya 

masalah baik internal maupun eksternal dikarenakan kurang tepatnya pengambilan keputusan (Yusuf et 

al., 2020). 

Adapun partisipasi merupakan kemampuan mendengarkan secara bijak aspirasi warga negara, 

karena salah satu kelemahan warga negara adalah mereka sulit untuk mengartikulasikan kebutuhan (dan 

kepentingan) mereka. Jadi, dalam memahami partisipasi masyarakat dalam pembangunan, semua 

elemen, semua pemangku kebijakan harus bisa memahami dan membantu masyarakat atas apa yang 

sebenarnya yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan (Haliim, 

2020).  

Adapula Situasi seperti dijelaskan oleh Fiedler dalam (Setiawan & Tri Harsanto, 2016) melalui 

model kontingensi dari efektivitas kepemimpinan yang dilihat sebagai suatu hubungan yang didasari 

oleh kekuatan dan pengaruh. Fiedler memberikan perhatian mengenai pengukuran orientasi 

kepemimpinan dari seorang individu. kondisi situasi terdiri dari tiga faktor utama, yaitu: hubungan 

pemimpin-anggota, struktur tugas dan kekuatan posisi. 
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Pada kepemimpinan partisipatif ini melibatkan usaha-usaha manajer untuk mendorong dan 

memudahkan partisipatif orang lain dalam pengambilan keputusan yang penting (KOMARUDIN, 2016). 

Kepemimpinan partisipatif memperlihatkan yang memiliki beberapa indicator, yaitu pimpinan bisa 

mengerti dirinya dengan baik, pimpinan dapat berpikir atau memiliki hati yang terbuka, pimpinan 

berpikir secara tersusun rapi, berani menghadapi resiko yang besar, pimpinan memiliki daya tahan yang 

baik tentu pantang menyerah, serta yang terpenting adalah pimpinan terbuka melakukan berbagai 

perubahan (Darmawan & Zakka, 2022). 

Menurut penelitian Goh Yuan et al. gaya kepemimpinan secara signifikan dipengaruhi oleh 

pemimpin keluarga dekat, keluarga, klan dan suku. Pelajaran ini menemukan hubungan antara 

kepemimpinan organisasi dan etika bisnis, dengan demikian memberikan kontribusi meningkatkan 

kualitas kehidupan organisasi yang mungkin memiliki pengaruh positif pada kedua anggota organisasi 

dan masyarakat luas (Purwanto et al., 2020). 

Selain mempunyai beberapa indator-indikator kepemimpinan partisipatif juga mempunyai gaya 

kepemimpinan partisipatif yang merupakan gaya kepemimpinan dengan cara memimpin memberikan 

kesempatan kepada bawahan untuk ikut secara aktif baik mental, spiritual, fisik, maupun material dalam 

kiprah diorganisasi (Hayya, 2021). Gaya kepemimpinan partisipatif menyangkut usaha-usaha seorang 

pemimpin untuk mendorong dan memudahkan partisipasi oleh orang lain dalam membuat keputusan-

keputusan yang tidak dibuat oleh pemimpin itu sendiri. Gaya kepemimpinan partisipatif adalah seorang 

pemimpin yang mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan (Pipit Muliyah, Dyah 

Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020). 

 Berbagai ahli menjelaskan ciri utama model atau gaya kepemimpinan partisipatif, 

misalnya (1) seorang pucuk pimpinan bisa berkomunikasi dua arah dengan baik; (2) pucuk pimpinan 

bisa menjadi pendengar yang baik serta memberikan respon terbaik terhadap berbagai hal yang dialami 

oleh orang-orang yang dipimpinnya; (3) seorang pemimpin dapat melibatkan orang-orang yang 

dipimpinnya dalam pembuatan keputusan yang penting. Ciri-ciri tersebut merupakan gambaran 

kepemimpinan partisipatif dalam sebuah organisasai multidimensi (Darmawan & Zakka, 2022). 

Kepemimpinan partisipatif juga memberikan berbagai manfaat, akan tetapi manfaat tersebut 

bergantung pada siapa partisipannya. Hal tersebut dipengaruhi oleh apa yang mereka miliki, dan aspek 

lain dalam pengambilan keputusan. Terdapat empat manfaat potensial meliputi kualitas keputusan yang 

meningkat oleh para partisipan, kepuasaan yang tinggi oleh partisipan, kepuasan lebih atas proses 

keputusan, dan pengembangan keterampilan membuat keputusan (Permana & Karwanto, 2020). 

Keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam pembangunan karena didasarkan beberapa dua 

hal, pertama, karena keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memadukan atau mengawinkan model 

top down dengan bottom up agar program atau kebijakan pembangunan pemerintah pusat ataupun 

daerah dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan kebutuhannya (Haliim, 2020). Kepemimpinan 

partisipatif ada dalam organisasi dengan berbagai ukuran, jenis, dan tahap apa pun, di mana keterbukaan 

dan pemberdayaan karyawan dalam proses pengambilan keputusan organisasi merupakan karakteristik 

inti yang membedakannya dari gaya kepemimpinan lainnya (Halimatusha’diah & Rajabi, 2023). 

Kepemimpinan partisipatif berhubungan dengan penggunaan berbagai prosedur keputusan yang 

memperbolehkan pengaruh orang lain mempengaruhi keputusan pemimpin. Istilah lain yang biasa 

digunakan untuk mengacu aspek-aspek kepemimpinan partisipatif termasuk konsultasi, pembuatan 

keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi, dan manajemen demokratis (Andriani Lestari, 
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2019). 

Kepemimpinan partisipatif saat ini banyak digunakan dalam organisasi-organisasi dibidang 

pendidikan, seperti sekolah-sekolah, asosiasi-asosiasi guru, asosiasi kepala sekolah, dan sebagainya. 

Salah satu contoh penelitian relevan yang menggambarkan penerapan kepemimpinan partisipatif adalah 

pada SMA Labschool Kebayoran Baru, Jakarta, di mana Kepala Sekolah pada SMA ini menerapkan 

model partisipatif dalam kepemimpinannya dengan melibatkan para guru dan wakil-wakil kepala 

sekolah dalam pengambilan keputusan. Kepala Sekolah juga beberapa kali mendelegasikan 

wewenangnya kepada wakil yang ditunjuk apabila tidak dapat hadir dalam rapat-rapat untuk 

menentukan keputusan (Halimatusha’diah & Rajabi, 2023). 

Kurang tepatnya keputusan yang diambil oleh pemimpin akan membuat anggota organisasi 

merasa kurang nyaman dalam bekerja sehingga menimbulkan rasa malas dan tidak termotivasi (Yusuf et 

al., 2020). 

Ada juga yang mengatakan bahwa partisipasi merupakan kemampuan mendengarkan secara 

bijak aspirasi warga negara. Karena salah satu kelemahan warga negara adalah mereka sulit untuk 

mengartikulasikan kebutuhan (dan kepentingan) mereka. Jadi, dalam memahami partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan, semua elemen, semua pemangku kebijakan harus bisa memahami dan membantu 

masyarakat atas apa yang sebenarnya yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat dalam setiap 

kebijakan pembangunan (Haliim, 2020). 

Pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam mengakses pesan-pesan politik, baik langsung 

maupun melalui media, sangat mempengaruhi efektifitas komunikasi politik, pola komunikasi yang 

diterapkan oleh pemimpin daerah sangat mempengaruhi efektivitas hubungan publik dan keberhasilan 

program Pembangunan (Wiryany et al., 2024). 

 

 

 KESIMPULAN 

Kepemimpinan partisipatif memiliki hubungan yang positif dengan efektivitas kebijakan publik. 

Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, 

kepemimpinan partisipatif dapat meningkatkan legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas kebijakan 

publik. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat, serta mendorong keterlibatan dan komitmen publik dalam mendukung implementasi 

kebijakan. Selain itu, kepemimpinan partisipatif membantu dalam membangun konsensus dan 

mengurangi potensi konflik di masyarakat, sehingga menciptakan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan 

berdampak positif dalam jangka panjang.  

Kepemimpinan partisipatif berperan juga penting dalam meningkatkan penerimaan kebijakan publik. 

Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemimpin dapat memahami kebutuhan 

dan aspirasi mereka, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan efektif. Partisipasi publik 

membantu mengurangi kesenjangan antara harapan masyarakat dan hasil kebijakan, menciptakan rasa 

memiliki yang lebih besar terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu, empati dan komunikasi yang baik 

antara pemimpin dan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai kebijakan publik yang sukses dan 

diterima luas. 
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